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ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa/BUMDes merupakan lembaga wirausaha sosial yang diharapkan menjadi
penggerak ekonomi dan menurunkan kemiskinan di pedesaan. Riset sebelumnya banyak mengulas
tentang peran BUMDes mengingkatkan Pendapatan Asli Desa, namun riset tentang peran pengelola
BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan: peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan, factor pendukung
dan penghambat peran pengelola BUMDes. Responden penelitian adalah pengelola/direktur BUMDes
di Provinsi Bali sejumlah 160 orang yang ditentukan dengan metode aksidental sampling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengelola BUMDes berperan menurunkan kemiskinan di pedesaan
namun perannya masih sangat rendah dengan nilai rata-rata peran sebesar 33,36 persen. Peran terbesar
pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan terdapat pada indikator meningkatkan
persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan. Peran ini
dilakukan dengan pengelola BUMDes menjadi “agen perisai”. Empat faktor pendukung peran adalah
ketersediaan sumber daya alam, program pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan
kerjasama dengan pihak ketiga. Empat factor penghambatnya adalah rendahnya kompetensi SDM di
BUMDes, kesulitan mencari pegawai, rendahnya kesadaran masyarakat mengembalikan pinjaman dan
keberadaan BUMDes belum banyak diketahui masyarakat desa. Saran disampaikan kepada baik
pengelola BUMDes dan instansi terkait untuk meningkatkan kompetensi pengelola dan pegawai
BUMDes agar mampu meningkatkan peran menurunkan kemiskinan di pedesaan.

Kata Kunci: Kemiskinan,; Pedesaan; BUMDes
ABSTRACT

Village-Owned Enterprises/BUMDes are social enterprise institutions that are expected to be economic
drivers and reduce rural poverty. Previous research has commented on the role of BUMDes in
increasing Village Original Income, but research on the role of BUMDes managers in reducing rural
poverty is still limited. This study aims to describe: the role of BUMDes managers in reducing rural
poverty, supporting and inhibiting factors for the role of BUMDes managers. The respondents of the
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study were managers/directors of BUMDes in Bali Province as many as 160 people determined by the
accidental sampling method. The results showed that BUMDes managers play a role in reducing rural
poverty but their role is still very low with an average role value of 33.36 percent. The biggest role of
BUMDes managers in reducing rural poverty lies in the indicator of increasing the percentage of
villagers participating in the national social security system in the field of employment. This role is
performed with the BUMDes manager being the "perisai agent". Four factors supporting the role are
the availability of natural resources, community empowerment programs, government support and
cooperation with third parties. The four inhibiting factors are the low competence of human resources
in BUMDes, difficulty finding employees, low public awareness of repaying loans and the existence of
BUMDes is not widely known to rural communities. Suggestions were conveyed to both BUMDes
managers and related agencies to improve the competence of BUMDes managers and employees in
order to increase the role of reducing rural poverty.

Keywords: Poverty;, Rural; BUMDes

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang dihadapi negara-negara di dunia.
Kemiskinan telah menjadi fenomena obyektif di seluruh umat manusia sejarah dan proses
perkembangan sosial manusia(Liu, 2016). Kemiskinan adalah “kekurangan kesejahteraan yang
nyata.” Pandangan konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan penguasaan atas
komoditas, sehingga masyarakat miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan atau
konsumsi yang cukup. Pandangan ini melihat kemiskinan sebagian besar dilihat dari segi
moneter (Poverty and Its Measurement, n.d.). Kemiskinan menurut wilayah, terjadi baik
diperkotaan maupun dipedesaan. Di Indonesia, angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari
pada di perkotaan (BPS, 2022). Angka kemiskinan yang tinggi di pedesaan tidak hanya terjadi
di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain di dunia. Upaya pengentasan kemiskinan
pedesaan  diantaranya memberikan bantuan pendanaan kepada pelaku usaha mikro di
pedesaan, pembangunan infrastruktur di pedesaan, melakukan rekayasa pedesaan termasuk
rekonsolidasi lahan pedesaan, retrukturisasi kewilayahan dan kelembagaan di pedesaan
ditemukan efektif menurunkan kemiskinan pedesaan (Lo, 2016); (Banerjee, 2017); (Aggarwal,
2018); (Liu, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu kelembagaan dan badan
hukum yang telah mengalami penguatan kelembagaan pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11
tahun 2021. BUMDes memiliki kewenangan untuk mengelola potensi desa. Jumlah BUMDes
di Indonesia sejak 2014 mengalami peningkatan yang signifikan tetapi belum semuanya
produktif dalam menjalankan usaha(Winarti & Herawati, 2020), meskipun demikian BUMDes
ditemukan berperan bagi pembangunan pedesaan. Kehadiran BUMDes telah mampu membuka
lowongan kerja, mengurangi pengangguran di pedesaan, membebaskan warga desa dari
rentenir, sehingga kehadiran BUMDes membawa perubahan ekonomi dan sosial di
pedesaan(Ni Kadek Sinarwati, 2019); (Anggraeni, 2016). Modal BUMDes bersumber dari
pemerintah desa melalui alokasi dana desa, bantuan dari pemerintah daerah/provinsi, tabungan
masyarakat desa dan kerjasama dengan pihak lain (Zulkarnain, 2013). Permodalan BUMDes
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di Provinsi Bali, selain bersumber dari pemerintah pusat melalui alokasi dana desa, juga
bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali melalui program Gerakan Pembangunan
Desa Terpadu.

BUMDes sebagai lembaga wirausaha sosial melakukan kegiatan usaha di desa dengan
memberdayakan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial, sehingga memberikan benefit
bagi masyarakat desa dan hasil dari kegiatan usaha membantu perekonomian masyarakat desa
untuk menurunkan angka kemiskinan di desa (Winarti & Herawati, 2020). Lembaga wirausaha
sosial merupakan sebuah lembaga yang memenuhi kriteria: memiliki tujuan sosial, melakukan
aksi pemberdayaan, memiliki prinsip etika bisnis dan memberikan manfaat sosial (Haryanti et
al., 2016). BUMDes memenuhi kriteria tersebut sehingga dapat dinyatakan BUMDes
merupakan Lembaga wirausaha sosial di desa yang diharapkan berperan dalam mengurangi
kemiskinan di desa. BUMDes didirikan dengan tujuan untuk a) melakukan kegiatan ekonomi
dengan cara mengelola usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian di
desa. b)mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya ekonomi masyarakat desa(Badan,
1945). Tujuan tesebut menyuratkan bahwa BUMDes memiliki peran dalam menurunkan
tingkat kemiskinan di desa. Apakah pengelola BUMDes sudah berperan dalam menurunkan
kemiskinan di pedesaan, merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan sebuah
riset. Fakta nya riset tentang peran pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di
pedesaan masih terbatas, sehingga memotivasi penelitian ini. Bagaimanakah persepsi
pengelola BUMDes terhadap perannya dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan?, apa
upaya yang dilakukan pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan, apa
faktor pendukung upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan? apa faktor
penghambat upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan?. Penelitian ini
bertujuan menganalisis peran pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan pedesaan,
serta menganalisis factor pendukung dan penghambat penurunan kemiskinan pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang
menggunakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang kemudian di deskripsikan
tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan satu variable dengan variable yang lain
(Sugiyono, 2019). Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkonfirmasi persepsi dan upaya
yang dilakukan pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan. Jenis data
yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah persepsi dan upaya
pengelola BUMDes. Data kuantitatif adalah data jumlah BUMDes di Provinsi Bali yang
diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Bali. Data dikumpulkan dengan
teknik dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Responden penelitian adalah pengelola
BUMDes dalam hal ini direktur BUMDes di Provinsi Bali yang ditentukan dengan teknik
aksidental sampling. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan
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memaparkan persepsi dan upaya pengelola BUMDes. Validitas data dijamin dengan
menggunakan triangulasi metode pengumpulan data.

Peran adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat norma yang diungkapkan
dengan posisi seseorang di masyarakat; suatu konsep mengenai apa yang dilakukaan sesorang
dalam organisasi atau masyarakat (Muhtar, 2020). Peran pengelola BUMDEs dalam
menurunkan kemiskinan di pedesaan dalam penelitian ini mengacu definisi peran yang
disampaikan sebelumnya, adalah persepsi dan seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh
pengelola (direktur) BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan. Indikator
penurunan kemiskinan di pedesaan mengacu indikator pencapaian Sustainable Development
Goals/SDGs Desa yang pertama yaitu Desa Tanpa Kemiskinan dengan sub indikator yaitu
tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen, persentase warga desa peserta sistem jaminan
sosial nasional bidang Kesehatan, persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional
bidang ketenagakerjaan, jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial, jumlah keluarga
miskin mendapat layanan kesehatan, jumlah keluarga miskin mendapat layanan pendidikan,
jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih, jumlah keluarga miskin mendapat
layanan hunian layak, jumlah keluarga miskin korban bencana yang ditangani (Indikator
SDG’s Dan Kewenanannya, n.d.).

PEMBAHASAN

Informan penelitian adalah direktur BUMDes di Provinsi Bali, terdapat 160 orang
direktur yang memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang disebarkan melalui group
WhatsApp Forum BUMDes Indonesia wilayah Bali. Karakteristik pengelola BUMDes dalam
penelitian ini menggunakan tinggkat pendidikan, jenis kelamin, lama waktu menjadi pengelola
BUMDes, usia dan keikutsertaan mengikuti pelatihan dan pendampingan. Karakteristik
responden disajikan pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

® SVA

@® Diploma
Sarjana S1

@ Sarjana S2

Gambar 1. Karakteristik Responden Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan
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Karakteristik responden dari tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas (50
persen) pengelola BUMDes berpendidikan SMA dan minoritas (6,2 persen) berpendidikan
Sarjana Strata 2 (S2). Pengelola BUMDes berpendidikan S2 adalah Direktur BUMDes
Paksebali di Desa Paksebali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atas nama Bapak I
Made Mustika, SE.,MH.

@ Laki-laki
@ Perempuan

Gambar 2. Karakteristik Responden Ditinjau Dari Segi Jenis Kelamin

Karakteristik responden dari jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas (69,8
persen) pengelola BUMDes berjenis kelamin laki-laki dan 31,3 persen pengelola berjenis
kelamin perempuan.

@ Kurang dari 1 tahun

@ 1 Sampai 2 tahun

@ Diatas 2 sampai 3 tahun
@ Diatas 3 tahun

Gambar 3. Karakteristik Responden Dari Segi Lama Waktu Menjadi Pengelola BUMDes
Karakteristik responden ditinjau dari segi lama waktu menjadi pengelola BUMDes

menunjukkan mayoritas (75 persen) responden sudah menjadi pengelola BUMDes diatas 3
tahun dan hanya 25 persen menjadi pengelola dari 1 sampai 2 tahun.
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Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden ditinjau dari segi usia, menunjukkan mayoritas (18,8) persen
pengelola BUMDes berusia 33 tahun. Usia terendah adalah 29 tahun dan usia tertinggi adalah
68 tahun.

® lya
@ Tidak|

Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Keikutsertaan Dalam Pelatihan

Karakteristik responden berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihan menunjukkan
bahwa mayoritas (68,8) persen pengelola BUMDes pernah mengikuti pelatihan dan sisanya
31,2 persen menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan. Umumnya pelatihan yang diterima
oleh pengelola BUMDes adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan, pelatihan
pendaftaran badan hukum, pelatihan penyusunan bentang alam, pelatihan pengenalan potensi
desa dan pelatihan menjadi agen perisai. Pemberi pelatihan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Tenaga Ahli Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) wilayah Provinsi Bali. Pelaksana operasional BUMDes menyatakan sampai saat ini
belum pernah mendapatkan pelatihan peningkatan orientasi kewirausahaan.
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Persepsi Pengelola BUMDes dan Upaya Mereka Menurunkan Kemiskinan

@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju
Cukup Setuju
@ Setuju
@ Sangat Setuju

43.8%

Gambar 6. Persepi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Mewujudkan Tingkat
Kemiskinan Di Desa Mencapai Nol Persen.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di
desa mencapai nol persen, menunjukkan mayoritas (43,8 persen) menyatakan tidak setuju, 31,3
persen menyatakan setuju 18, 8 persen menyatakan sangat setuju dan 5,1 persen menyatakan
cukup setuju. Data ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDes menyatakan mereka belum
berperan dalam mewujudkan tingkat kemiskinan desa mencapai nol persen.

@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju
Cukup Setuju
@ Setuju
‘ @ Sangat Setuju

Gambar 7. Persepi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Persentase
Warga Desa Peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan persentase warga desa
peserta sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan, menunjukkan mayoritas (37,5 persen)
pengelola BUMDes menyatakan mereka setuju berperan dalam meningkatkan persentase
warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.
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@ Sangat Tidak Setuju

@ Tidak Setuju

@ Cukup Setuju

@ Setuju

@ Sangat Setuju
18.8%

Gambar 8. Persepi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Persentase

Warga Desa Peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan persentase warga desa
peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa mayoritas
(50 persen) menyatakan bahwa mereka berperan dalam meningkatkan persentase warga desa
sebagai peserta sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju

@ Cukup Setuju

@ Setuju

@ Sangat Setuju

Gambar 9. Persepi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Jumlah
KeluargaMiskin Penerima Bantuan Sosial.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga
miskin penerima bantuan sosial, menunjukkan mayoritas (37,5 persen) mereka setuju bahwa
mereka berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial.

@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju

@ Cukup Setuju

@ Setuju

@ Sangat Setuju

Gambar 10. Persepi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Jumlah
Keluarga Miskin Mendapat Layanan Kesehatan.
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Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga
miskin mendapat layanan kesehatan, menunjukkan mayoritas (37,5 persen) mereka tidak setuju
bahwa mereka berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan

kesehatan.
@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju
©» Cukup Setuju
@ Setuju
‘ @ Sangat Setuju

Gambar 11. Persepi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Jumlah
Keluarga Miskin Mendapat Layanan Pendidikan.

Persepi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga
miskin mendapat layanan Pendidikan, menunjukkan bahwa 25 persen pengelola BUMDes
menyatakan mereka setuju berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat
layanan pendidikan dan 37,5 persen menyatakan tidak setuju.

@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju
Cukup Setuju
@ Setuju
@ Sangat Setuju

Gambar 12. Persepi Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah
keluarga miskin mendapat layanan air bersih

Persepi Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga
miskin mendapat layanan air bersih, menunjukkan mayoritas (43,8 persen) pengelola BUMDes
menyatakan setuju bahwa mereka berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin yang
mendapat layanan air bersih. Hanya 12,5 persen yang menyatakan bahwa mereka tidak
berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih.
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@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju

@ Cukup Setuju

@ Setuju

@ Sangat Setuju

Gambar 13. Persepi Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah
keluarga miskin mendapat layanan hunian layak

Persepi Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga
miskin mendapat layanan hunian layak, menunjukkan bahwa persentasenya seimbang (sama-
sama sebesar 31,3 persen) antara yang menyatakan setuju dengan yang menyatakan tidak setuju
terhadap peran mereka dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat hunian layak.

@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju

@ Cukup Setuju

@ Setuju

@ Sangat Setuju

Gambar 14. Persepi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Jumlah
Keluarga Miskin Korban Bencana yang Ditangani.

Rekapitulasi persepsi pengelola BUMDes terhadap perannya dalam menurunkan
kemiskikan di pedesaan, disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Rekap Persepsi Pengelola BUMDes

No Indikator Penurunan Kemiskinan Persentase ~ Persentase
Menjawab ~ Menjawab
Setuju Tidak
(%) Setuju (%)
1 Pengelola BUMDes berperan mewujudkan tingkat 18,8 43,8
kemiskinan di desa mencapai nol persen
2 Pengelola BUMDes berperan meningkatkan persentase 37,5 31,3
warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang
kesehatan
3 Pengelola BUMDes berperan meningkatkan persentase S50 18,8
warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang
ketenagakerjaan
4 Pengelola BUMDes berperan meningkatkan jumlah 25 37,5
keluarga miskin penerima bantuan sosial
5 Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan 25 37,5
jumlah keluarga miskin mendapat layanan kesehatan
6 Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan 25 37,5
jumlah keluarga miskin mendapat layanan pendidikan
7 Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan 43,8 12,5
jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih
8 Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan 31,3 31,3
jumlah keluarga miskin mendapat layanan hunian layak
9 Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan 43,8 25
jumlah keluarga miskin korban bencana yang ditangani
Rata-rata 33,36 30,58

Sumber: Diolah dari jawaban responden

Data Tabel 1. menunjukkan bahwa persepsi peran pengelola BUMDESs menurunkan
kemiskinan dari sembilan (9) indikator penurunan kemiskinan pedesaan, persentase pernyataan
setuju yang tertinggi ada pada indikator pengelola BUMDes berperan meningkatkan persentase
warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan dengan persentase
jawaban setuju sebesar 50 persen. Persentase jawaban setuju tertinggi kedua (43,8) ada pada
inidikator pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin

mendapat layanan air bersih dan pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan
jumlah keluarga miskin korban bencana yang ditangani. Persentase jawaban setuju terendah
(18,8) adalah di indikator Pengelola BUMDes berperan mewujudkan tingkat kemiskinan di
desa mencapai nol persen. Data ini menunjukkan bahwa peran terbanyak yang pengelola
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BUMDes lakukan dalam menurunkan kemiskinan pedesaan adalah dengan meningkatkan
persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan.

Persentase jawaban tidak setuju tertinggi peran pengelola BUMDes dalam menurunkan
kemiskinan (43,8) persen, terdapat di indikator Pengelola BUMDes berperan mewujudkan
tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen. Persentase jawaban tidak setuju terendah
dalam menurunkan kemiskinan (12,5) persen, terdapat di indikator pengelola BUMDes
berperan meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih. Data ini
menunjukkan bahwa pengelola BUMDes belum berperan dalam mewujudkan tingkat
kemiskinan mencapai nol persen, namun demikian pengelola BUMDes berperan dalam dalam
meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih. Apa dan bagaimana Upaya
BUMDes dalam menyediakan layanan air bersih disajikan pada sub bab berikutnya.

Nilai rata-rata jawaban setuju terhadap pernyataan atas peran pengelola BUMDes
menurunkan kemiskinan melalui sembilan indikator adalah 33,36 lebih tinggi dari persentase
jawaban tidak setuju (30,58) menunjukkan bahwa pengelola BUMDes telah berperan dalam
menurunkan kemiskinan pedesaan, namun tingkat perannya masih sangat rendah. Temuan ini
sejalan dengan (Anggraeni, 2016);(Pada et al., 2016); (Sayuti, 2011), namun demikian hasil ini
tidak berhasil mendukung temuan (Wicaksono et al., 2019) yang menyatakan kehadiran
BUMDes tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja di pedesaan, sehingga BUMDes
belum mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di pedesaan.

Upaya Pengelola BUMDes Menurunkan Kemiskinan di Pedesaan

Upaya-upaya yang dilakukan pengelola BUMDes di Bali dalam menurunkan
kemiskinan di pedesaan diantaranya, BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod, di Desa
Antiga Kelod Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, memberikan pinjaman dengan
bunga ringan kepada pelaku usaha mikro di pedesaan. BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga
Kelod, di Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, memberikan
pinjaman dengan bunga ringan kepada pelaku usaha mikro di pedesaan. Kehadiran pinjaman
dana dengan bunga ringan dari BUMDes telah membebaskan pelaku usaha mikro misalnya
pedagang canang, pemilik warung kelontong dari jeratan rentenir. Kehadiran BUMDes telah
menyerap tenaga kerja dan mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota (Ni Kadek
Sinarwati, 2019). Hasil ini tidak sejalan dengan temuan riset yang menyatakan bahwa
BUMDes di Indonesia belum mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa
(Wicaksono et al., 2019).

Data Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa persentase persepsi tertinggi atas upaya
pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan pedesaan ada pada indikator pengelola
BUMDes berperan meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional
bidang ketenagakerjaan. Data bermakna peran terbesar yang pengelola BUMDes lakukan
dalam menurunkan kemiskinan pedesaan adalah meningkatkan persentase warga desa menjadi
peserta sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Hasil observasi menemukan bahwa
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pengelola BUMDes di seluruh Kabupaten Karangasem yang tergabung dalam komunitas atau
group whattapps forum BUMDes Indonesia wilayah Kabupaten Karangasem saat ini sedang
menjadi agen “perisai” BPJS ketenagakerjaan. Kata “Perisai” merupakan akronim dari
penggerak jaminan sosial Indonesia. Pengelola BUMDes di Provinsi Bali bertindak sebagai
agen perisai BPJS ketenagakerjaan dan mendaftarkan warga desa sebagai pesertanya, sehingga
persentase warga desa menjadi peserta sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang
ketenagakerjaan meningkat.

Upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan dengan indikator
meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih dilakukan oleh BUMDes
di Desa Tajun Kabupaten Buleleng, Bumdes di Desa Menanga Kabupaten Karangasem yang
mengelola potensi desa berupa sumber mata air dan menyalurkan ke rumah-rumah warga desa.
Upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan dengan indikator peningkatan
persentase warga desa miskin yang mendapatkan pelayanan sistem jaminan sosial nasional
(SJSN) bidang kesehatan dilakukan dengan membantu warga desa miskin mendapat kartu
pelayanan kesehatan. Kartu pelayanan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah
kepada warga desa miskin adalah KIS (Kartu Indonesia Sehat). Pengelola BUMDes membantu
mengurus administrasi agar warga desa miskin memiliki Kartu Indonesia Sehat.

Upaya pengelola BUMDes meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan
hunian layak dilakukan dengan menyalurkan bantuan dana bedah rumah kepada warga desa
miskin yang mendapat bantuan dana bedah rumah dari pemerintah desa yang merupakan salah
satu alokasi dana desa. Membantu pemerintah desa menyalurkan dana bantuan pendidikan,
menyalurkan dana bantuan sosial kepada warga desa yang miskin, mendaftarkan warga desa
sebagai peserta sistem jaminan sosial Kesehatan, merupakan upaya yang dilakukan pengelola
BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan. Peran pengelola BUMDes menurunkan
kemiskinan pedesaan dengan indikator peningkatan jumlah keluarga miskin penerima bantuan
sosial, peningkatan jumlah keluarga miskin mendapat layanan kesehatan dan peningkatan
jumlah keluarga miskin mendapat layanan pendidikan dilakukan dengan membantu
pemerintah desa menjadi penyalur dana layanan kesehatan, dana bantuan sosial dan penyalur
dana bantuan pendidikan.

Penurunan kemiskinan pedesaan dapat tercapai jika BUMDes mampu menjadi
penggerak ekonomi pedesaan. Aktivitas yang dilakukan BUMDes dalam rangka menjadi
penggerak ekonomi pedesaan diantaranya adalah BUMDes di Desa Tembok Kabupaten
Buleleng melakukan kerjasama dengan komunitas Petani Muda Keren menjualkan produk
hasil pertanian milik masyarakat desa. BUMDes Kutuh di Desa Kutuh Kecamatan Kuta
Kabupaten Badung bersama masyarakat desa melakukan inovasi membelah batu kapur
sehingga terbuka akses menuju pantai Pandawa. Pengelola BUMDes yang berhasil
meningkatkan jumlah modal yang semula Rp 1.839.441.337 menjadi Rp 2.269.478.390.
BUMDes ini mengelola usaha jasa layanan pariwisata yang menyerap tenaga kerja lokal,
meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan pedesaan. Upaya
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yang dilakukan BUMDes Desa Kutuh menjalankan usaha pariwisata, telah mengentaskan
merubah status desa dari desa miskin menjadi desa mandiri.

Upaya pengelola BUMDes mengelola dan menjadikan BUMDes sebagai lembaga
wirausaha desa, telah menghasilkan BUMDes yang mampu menjadi penggerak potensi
ekonomi desa. Pengelolaan potensi desa melalui BUMDes merupakan upaya pengentasan
kemiskinan dan mampu menjaga kebertahanan/resilensi warga miskin di pedesaa (Sayuti,
2011);(Steiner,2015 Contribution of Rural Enterprise to Local Resilance, n.d.). Keberhasilan
BUMDes sebagai penggerak ekonomi pedesaan dalam menurunkan kemiskinan ditemukan
pada peningkatan pendapatan asli desa (Yeganeh et al., 2021). Salah satu upaya penurunan
kemiskinan pedesaan yang dilakukan pengelola BUMDes adalah dengan melakukan program
pemberdayaan perempuan. Pengelola BUMDes di Desa Bebandem memberdayakan
perempuan pengrajin anyaman dengan cara BUMDes menjadi pemasok bahan baku dan
membantu penjualan produk pengrajin. Upaya pemberdayaan perempuan anggota kelompok
pengrajin anyaman yang dilakukan oleh pengelola BUMDes di Desa Bebandem Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem serupa dengan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes
Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten yang memberdayakan kelompok
perempuan melalui kemitraan untuk menjalankan bisnis usaha kecil mikro lokal khas desa di
area umbul ponggok (Winarti & Herawati, 2020). Temuan ini sejalan dengan hasil riset (GU &
NIE, 2021); (Eggerman et al., 2023) yang menyatakan pemberdayaan perempuan mampu
mengurangi kemiskinan.

Pengelola BUMDes sebagai manajer dari usaha sosial, perlu memiliki orientasi
wirausaha dan menumbuhkan jiwa sosial, sehingga BUMDes mampu memperoleh profit dan
juga memberikan benefit. Pengelola BUMDes di Desa memberdayakan masyarakat desa dalam
pengelolaan desa wisata berbasis sumber daya alam. Wisata tracking dan panjat tebing menjadi
andalan desa yang dikelola oleh BUMDes Bersama-sama masyarakat desa. Upaya pengelola
BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan di Desa
Paksebali dilakukan dengan melaksanakan unit usaha pengelolaan sampah dengan konsep 3 R
yaitu (Reduce, Reuse dan Recycle). Pengelola BUMDes mengelola unit usaha sampah dengan
sistem TOSS (Tempat Olah Sampah Sementara). Sampah plastik dijadikan briket dan pellet
yang berguna sebagai bahan bakar proses memasak dan energi listrik. Sampah organik diolah
sebagai bahan pupuk kompos dan didistribusikan ke warga desa (Sumiasih, 2018). Upaya
pengelolaan sampah sehingga mengurangi sampah, menggunakan dan mengelola kembali
barang berkas memberikan profit bagi BUMDes dan benefit bagi masyarakat desa. Usaha
sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengelola BUMDes ditemukan berperan
dalam mengurangi kemiskinan (Sahrakorpi & Bandi, 2021).

Sebagian besar unit usaha BUMDes di Provinsi Bali memberikan pinjaman kepada
usaha mikro yang dilakukan masyarakat desa. Bantuan pinjaman tanpa agunan, bunga ringan
(0,8 persen) mampu meningkatkan penjualan, sehingga menambah penghasilan keluarga
peminjam. Bantua modal yang diberikan BUMDes mampu meringankan beban keluarga
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miskin di pedesaan. Hasil penelitian ini mendukung temuan riset sebelumnya yang
menyatakan unit usaha simpan pinjam yang dikelola BUMDes dapat membantu keluarga
miskin (Handono Eko Prabowo, 2014). BUMDes di Desa Pekraman di kota Denpasar
bekerjasama dengan saling menguntungkan dan menguatkan (Wiagustini, 2015). Usaha
simpan pinjam yang dijalankan Bumdes dengan berbasis modal sosial mampu memberdayakan
masyarakat di Desa Purwakerti Kabupaten Karangasem (Suastika, 2017), namun demikian
temuan ini bertentangan dengan temuan (Wicaksono et al., 2019) yang menyatakan bahwa
kecepatan pertumbuhan jumlah BUMDes tidak disertai dengan manfaat yang BUMDes berikan
dan BUMDes tidak memberikan peluang kerja di desa. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di
pedesaan menggunakan dana yang dimiliki pemerintah desa dan tambahan dari keuntungan
usaha BUMDes. Usaha BUMDes berkontribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Asli
Desa(Sinarwati & Prayudi, 2021). Peningkatan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari
keuntungan BUMDes disalurkan untuk pemberian bantuan dana Pendidikan. Upaya pengelola
BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan dengan nindikator peningkatan warga desa
korban bencana yang ditangani ditunjukkan oleh BUMDes Artha Dharma Duta Menanga
membantu warga desa yang menjadi korban bencana tanah lonsor. Desa Menanga mengalami
bencana tanah longsor saat musim hujan di tahun 2022, banyak warga desa menjadi korban
bencana. Pengelola BUMDes membantu warga membersihkan rumah dari timbunan tanah dan
memberikan bantuan pangan kepada warga desa yang menjadi korban bencana.

Faktor Pendukung Upaya Pengelola BUMDes Menurunkan Kemiskinan di Pedesaan

Penurunan kemiskinan penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator SDGs
Desa yang pertama yaitu Desa Tanpa Kemiskinan. Sembilan indikator tersebut adalah: 1)
tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen, 2)peningkatan persentase warga desa peserta
sistem jaminan sosial nasional bidang Kesehatan, 3) peningkatan persentase warga desa peserta
sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan, 4) jumlah keluarga miskin penerima
bantuan sosial, 5) peningkatan jumlah keluarga miskin mendapat layanan Kesehatan, 6) jumlah
keluarga miskin mendapat layanan Pendidikan, 7) jumlah keluarga miskin mendapat layanan
air bersih, 8) peningkatan jumlah keluarga miskin mendapat layanan hunian layak, 9)
peningkatan jumlah keluarga miskin korban bencana yang ditangani.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pengelola BUMDes dalam menurunkan
kemiskinan pedesaan dengan mengacu Sembilan indicator SDGs Desa Pertama (Desa Tanpa
Kemiskinan). Rata-rata upaya penurunan kemiskinan pedesaan, yang diukur dengan sembilan
indikator SDGs Desa pertama adalah 33,36 persen. Persentase upaya terbesar menurunkan
kemiskinan adalah di indikator peran pengelola BUMDes meningkatkan persentase warga desa
peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan. Peran ini dilakukan dengan cara
pengelola BUMDes menjadi agen perisai dan mendaftarkan warga desa menjadi peserta sistem
jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan. Peran pengelola BUMDes menurunkan
kemiskinan pedesaan meskipun baru sampai pada angka 33,36 persen didukung oleh pertama
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ketersediaan sumber daya alam. Sebagian besar desa di Provinsi Bali memiliki sumber daya
alam. Yang menjadi modal pendukung usaha BUMDes. BUMDes di Desa Tajun Kabupaten
Buleleng, BUMDes di Desa Menanga Kabupaten Karang Asem, BUMDes di Desa Kemenuh
Kabupaten Gianyar, mengelola sumber daya alam berupa sumber mata air sehingga
menurunkan kemiskinan pedesaan dengan indikator penyediaan air bersih. Peran pengelola
BUMDes dengan didukung oleh sumber daya sejalan dengan temuan (Swandari et al., 2017).

Faktor pendukung kedua yang mendukung peran pengelola BUMDes menurunkan
kemiskinan pedesaan adalah program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.
Pemberdayaan masyarakat desa dalam menurunkan kemiskinan pedesaan ditemukan ketika
masyarakat desa bergotong-royong dengan dikoordinir oleh pengelola BUMDes membuka
Kawasan wisata di Desa Kutuh Kabupaten Bandung, membuka akses jalan untuk lokasi wisata
di Desa Menanga Kabupaten Karangasem, menata desa wisata di Desa Paksebali Kabupaten
Klungkung, dan bergotong royong membantu warga desa korban bencana lam tanah longsor.
Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di temukan di BUMDes Desa Bebandem.
Pengelola BUMDes memberdayakan kelompok Perempuan pengrajin anyaman sehingga
meningkatkan penghasilan anggota kelompok pengrajin. Pemberdayaan perempuan pedesaan
yang dilakukan oleh pengelola BUMDes berhasil mendukung program Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/SDGs Desa. Perempuan yang lebih berdaya secara tidak langsung mengurangi
kemiskinan pedesaan. Hasil ini mendukung temuan(Naseer et al., 2021) yang menemukan
pemberdayaan meningkatkan kesejahteraan perempuan di Pakistan, dan (Tanzile et al., 2023)
yang menyatakan pemberdayaan perempuan mendukung pembangunan berkelanjutan di
wilayah timur laut Ghana.

Ketiga dukungan pemerintah khususnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi kepada BUMDes terbukti berkontribusi pada pengembangan
usaha BUMDes. Dua program utama Kementerian Desa untuk BUMDes adalah revitalisasi
dan digitalisasi BUMDes. Program revitalisasi dilakukan dengan pendampingan, dukungan
permodalan, peningkatan jaringan dan koordinasi. Digitalisasi BUMDes dilakukan dengan
pendataan BUMDes pada aplikasi BUMDes berbasis android, penggunaan sosial media untuk
penjualan produk BUMDes dan pembuatan aplikasi pasar.id sebagai platform penjualan
produk BUMDes (Sinarwati et al., 2020). Keempat kerjasama pihak ketiga. Kerjasama
BUMDes dengan pihak ketiga diantaranya dilakukan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri
melakukan kerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha. BUMDes Dharma Duta
Menanga bekerjasama dengan Universitas Mahasaswati, Universitas Pendidikan Ganesha,
Bank Rakyat Indonesia. BUMDes Paksebali melakukan kerjasama dengan Universitas
Udayana dan Sekolah Tinggi Kesehatan Bali (STIKES Bali)(Sumiasih, 2018). Dukungan
kerjasama dari pihak ketiga dalam mendukung peran pengelola BUMDes menurunkan
kemiskinan di pedesaan, mendukung SDGs Desa yang ketujuh belas yaitu kemitraan dalam
membangun desa.
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Faktor Penghambat Upaya Pengelola BUMDes Menurunkan Kemiskinan di Pedesaan

Keberlanjutan BUMDes sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan organisasi,
karena BUMDes berada dalam situasi yang membutuhkan ambidextrous management untuk
menjadi organisasi bisnis sosial. Jika aspek sosial yang menjadi titik berat BUMDes, maka
perlu disadari bahwa prinsip gotong royong dan kesukarelaan membutuhkan komitmen yang
kuat untuk mengikat pihak-pihak yang mengelola BUMDes. Jika BUMDes diarahkan menjadi
organisasi bisnis profesional, mengakibatkan pola relasi yang transaksional dan rendahnya rasa
memiliki pada modal sosial yang membentuk BUMDes (Gabriella Hanny Kusuma, 2016).
Fakta yang ditemukan menjadi penghambat bagi pengelola BUMDes untuk mewujudkan
perannya menurunkan kemiskinan pedesaan adalah pertama rendahnya kompetensi Sumber
Daya Manusia di BUMDes (Yuspan et al., 2019). Seluruh pengelola BUMDes menyatakan
bahwa desa mereka memiliki potensi, akan tetapi mereka menyatakan belum mampu
mengelola potensi desa dengan optimal (Sinarwati & Prayudi, 2021). Potensi sumber daya
alam terdapat di hamper seluruh desa di Bali. Desa Antiga Kelod misalnya memiliki hasil
pertanian garam yang melimpah yang belum terjual dengan baik, terdapat hasil tangkapan ikan,
pantai dan sumber air/danau yang belum dikelola oleh BUMDes.

Kedua kesulitan mencari pegawai karena kemampuan membayar gaji rendah(Ahmad
et al., 2018). Mayoritas BUMDes di Provinsi Bali menjalankan satu unit usaha yaitu simpan
pinjam dengan tingkat pengembalian pinjaman yang rendah. Kondisi ini tentu menghasilkan
keuntungan yang terbatas, sehingga kemampuan BUMDes memberikan gaji kepada pegawai
sangat rendah. Hasil wawancara dengan direktur BUMDes di Desa Tiying Gading Kecamatan
Selemadeg menyatakan bahwa beliau sudah berkali-kali menyampaikan keinginan untuk
mengundurkan diri sebagai pengelola BUMDes, akan tetapi belum dikabulkan karena belum
memperoleh pengganti.

Ketiga rendahnya kesadaran masyarakat mengembalikan pinjaman ke BUMDes
sehingga menimbulkan kredit macet (Murdiansyah, 2014). Hasil wawancara dengan pengelola
BUMDes di Kabupaten Karangasem, Tabanan dan Buleleng menyatakan bahwa rendahnya
kesadaran masyarakat desa mengembalikan pinjaman merupakan penyebab utama terjadinya
kredit macet. Rendahnya kesadaran mengembalikan disebabkan oleh anggapan dari
masyarakat bahwa dana tersebut dari pemerintah yang diberikan sebagai sumbangan sehingga
tidak perlu dikembalikan. Keempat Kehadiran BUMDes belum banyak diketahui oleh
masyarakat desa (Ni Kadek Sinarwati, Made Kembar Sri Budhi, I Made Suyana Utama, 2020).
BUMDes merupakan badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah desa dan mendapatkan
modal dari pemerintah daerah maupun dana dari Kementerian Keuangan melalui dana desa.
Khusus untuk BUMDes di Provinsi Bali mendapatkan tambahan pendaan dari Pemerintah
Provinsi melalui program gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbang Sadu Mandara).
BUMDes sebagai badan hukum milik pemerintah desa, dengan modal yang relative masih
terbatas, sehingga belum mampu membangun gedung sendiri. Masih banyak ditemukan
BUMDes yang meminjam Gedung di kantor desa, sehingga hanya warga desa yang datang ke
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kantor desa yang mengetahui keberadaan BUMDes. Kondisi ini menyebabkan partisipasi
warga desa terhadap aktivitas usaha BUMDes menjadi terbatas.

KESIMPULAN

BUMDes memainkan beberapa peran diantaranya mendorong tumbuh dan
berkembangnya kegiatan ekonomi di desa sehingga memunculkan dampak ekonomi yang lebih
luas, memberikan perlindungan kepada masyarakat desa dan menjadi salah satu sumber
pendapatan desa sehingga anggaran pembangunan desa meningkat (Widodo, 2016). Penelitian
ini bertujuan mendeskripsikan: persepsi pengelola BUMDes terhadap perannya menurunkan
kemiskinan pedesaan, upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan, factor
pendukung pencapaian peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan dan factor
penghambatnya. Terdapat sembilan indikator penurunan kemiskinan mengacu SDGs Desa
Pertama yaitu Desa Tanpa Kemiskinan.

Persepsi pengelola BUMDes terhadap perannya menurunkan kemiskinan melalui
sembilan indikator tersebut menunjukkan rata-rata pernyataan setuju terhadap perannya
menurunkan kemiskinan pedesaan adalah 33,36 persen. Angka ini menunjukkan bahwa
pengelola BUMDes berperan dalam menurunkan kemiskinan pedesaan, tetapi dalam kategori
yang masih sangat rendah. Peran pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan
pedesaan adalah pada indikator peningkatan warga desa sebagai peserta sistem jaminan sosial
nasional, penyediaan air bersih dan perannya dalam meningkatkan jumlah warga desa miskin
korban bencana yang ditangani.

Upaya yang dilakukan pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan adalah
membantu menyalurkan dana bantuan sosial, dana pendidikan dan bantuan Kesehatan dan dana
bantuan rumah layak huni. Terdapat empat faktor pendukung pencapaian peran pengelola
BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan yaitu ketersediaan sumber daya alam,
pemberdayaan masyakarakt melalui BUMDes, dukungan pemerintah dan kerjasama dengan
pihak ketiga. Faktor penghambat pencapaian peran pengelola BUMDes menurunkan
kemiskinan atau rendahnya peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan disebabkan
oleh empat kondisi yaitu rendahnya kompetensi pengelola dan pegawai BUMDes, kesulitan
mencari pegawai karena kemampuan membayar gaji sangat terbatas, kesadaran masyarakat
mengembalikan pinjaman sangat rendah dan keberadaan BUMDes belum banyak diketahui
oleh masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang sederhana, hanya bersifat deskriptif.
Penelitian berikutnya diharapkan memperdalam tingkat eksplanasi. Temuan penelitian
menyatakan bahwa peran pengelola BUMDes masih rendah. Faktor penghambat utama peran
pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan adalah rendahnya kompetensi
pengelola dan pegawai BUMDes. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya meningkatkan
pelatihan dan pendampingan kepada pengelola dan pegawai BUMDes. Pihak terkait yang
memiliki kewajiban meningkatkan pelatihan dan pendampingan diantaranya tenaga ahli
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pemberdayaan masyarakat desa baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Perguruan
tinggi wajib berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan pengelola
BUMDes melalui program pengabdian kepada masyarakat dan mengimplentasikan program
MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka). Peningkatan kompetensi pegawai dan
pengelola BUMDes juga hendaknya datang dari dalam diri pengelola dan pegawai dengan cara
meningkatkan jenjang Pendidikan dengan mengikuti program RPL (Rekognisi Pembelajaran
Lampau) dan meningkatkan orientasi kewirausahaan secara mandiri.
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